STAATBLAD 1849
TENTANG
REGLEMEN PENCATATAN SIPIL EROPAH

REGLEMEN tentang hal memegang daftar-daftar pencatatan sipil buat bangsa Eropah dan juga bagi
Bumiputra (bangsa Indonesia asli) dan mereka yang dipersamakan dengan bangsa itu, yaitu yang telah
menaklukkan diri menurut kekuatan perundang-undangan kepada seluruh atau dengan sukarela kepada
hukum sipil (perdata) dan hukum) dagang yang ditetapkan bagi bangsa Eropah. (Publikasi tanggal 10
Mei 1849 = Stbl. 1849 No.25, dirubah dan ditambah dengan Stbl. 1851/64; 1825/6; 1854/40, 1855/27,
1856/43, 1864/28; 1866/55; 1867/3 dan 24; 1869/13; 1870/110; 1873/ 45; 1895/9, 1896/109; 1904/328
j0,1905/552; 1905/342; 1906/179; 1907/56, 205,236 dan 253, 1909/538; 1914/606; 1916/339 dan 532;
1917/497 dan 531; 1923/345, 458 dan 562; 1925/435 dan 666; 1926/513; 1928/224 dan 546: 1930/
221 1931/ 168 dan 423; 1932/42 dan 539; 1933/327 jo. 338; 1935/100; 1937/ 595; 1938/370 jo. 264;
1939/288; 1940/3, 1941/293 dan 1946/136).

Bagian pertama
Tentang daftar-daftar pencatatan sipil pada umumnya

P.1. Di Indonesia, bagi bangsa Eropah dan juga untuk Bumiputera (bangsa Indonesia asli) dan mereka
yang dipersamakan dengan bahasa itu, yaitu yang telah menaklukkan diri menurut kekuatan
perundang-undangan kepada seluruh, atau dengan sukarela kepada hukum sipil dan hukum dagang
yang ditetapkan bagi bangsa Eropah, ada disediakan daftar-daftar untuk membukukan (menuliskan)
kelahiran, pemberitahuan untuk nikah (kawin menurut undang-undang), pemberian izin untuk nikah,
pernikahan dan perceraian-nikah dan kematian.

Semua daftar tersebut dipegang oleh Pegawai Pencatatan Sipil, pangkat mana kecuali kalau Gubernur
Jenderal, secara pengecualian, bagi satu dua tempat akan atau telah menunjukkan seorang pegawai
negeri yang lainnya dipangku oleh Asisten Residen-residen di Jawa dan Madura sekedar mengenai
kabupaten dalam wilayah mana ibukota afdeling itu terletak dan untuk setiap kabupaten yang
selebihnya; oleh Asisten-residen yang berkedudukan di ibu-kota kabupaten. Jikalau disuatu ibukota
kabupaten ada berkedudukan lebih dari seorang, Asisten-residen, maka Kepala afdeling yang
bersangkutan menunjukkan salah seorang dari mereka selaku pegawai yang menjalankan tugas
Pegawai Pencatatan Sipil, untuk tanah Gubernemen di Jawa dan Madura pangkat tersebut dipangku
oleh Asisten-residen yang berkedudukan diluar ibukota karesidenan, untuk ressor (wilayah) mereka
masing-masing, dan dimana-mana tempat lainnya (diluar tanah Gubernumen ditanah Jawa dan
Madura oleh Pegawai negeri atau pegawai negeri rendahan (beambte) yang tertinggi pangkatnya
dikantor Residen). (2 db., 5, 28, 33, 87; KUHS 4 db., Bb. 5295)

Dengan tiada mengurangi wewenang Gubernur Jenderal, secara pengecualian, untuk menunjukkan
bagi beberapa buah tempat (wilayah) seseorang pegawai lain selaku Pegawai Pencatatan Sipil, maka
didaerah-daerah diluar Jawa dan Madura jabatan Pegawai Pencatatan Sipil itu, bagi tempat-tempat
lainnya (diluar Jawa dan Madura) oleh pegawai yang dibebankan dengan tugas penguasa dalam
onderafdeling (Kepala onderafdeling) masing-masingnya untuk wilayah kekuasaannya.

Para Gubernur dan para Pemegang kekuasaan pemerintahan lainnya ditanah seberang berwenang
dalam hal-ihwal yang sangat perlu sementara menunggu persetujuan dari Gubernur-Jenderal, untuk
memerintahkan kepada pegawai lain daripada yang tersebut diatas, bagi tempat- tempat tertentu, guna
menyelenggarakan urusan di atas pemegangnya daftar-daftar pencatatan sipil.

P.2. Para residen dan kepada-kepada daerah lainnya diperbolehkan menunjuk pegawai rendahan
selaku Pegawai Pencatatan Sipil luar-biasa yang akan bertindak dalam urusan pencatatan itu manakala
pegawai yang tersebut dalam pasal diatas ini tadi sedang tidak ada atau beralangan; penunjukkan itu



harus dilakukan dengan akta (surat penetapan) yang salinannya harus dikirimkan kepada Pegawai
Penuntut umum pada Rad Justisi guna ditaruh dan disimpan pada kepaniteraan pengadilan itu. (4, 29;
Bb. 810, 1706).

Hal yang sedang disebutkan atau sebab ada alangannya Pegawai Pencatatan Sipil itu haruslah
disebutkan dengan tegas didalam setiap akta yang dibikin oleh pegawai yang ditunjuk itu.

Mengenai onderafdeling-onderafdeling untuk wilayah mana tiada dapat ditunjuk seseorang yang
cakap untuk menjabat pangkat Pegawai Pencatatan Sipil luar biasa maka Pegawai Pencatatan Sipil di
ibukota afdeling berwenang untuk menjalankan tugas Pegawai Pencatatan Sipil itu, manakala pegawai
ini sedang tidak ada atau beralangan.

la mesti menyebutkan didalam akta yang dibikinkan itu hal sedang tidak adanya atau sebab
alangannya Pegawai Pencatatan Sipil yang berhak itu.

P.3. (Harus dianggap sebagai telah terhapus berdasarkan bunyi P.3 Stbl. 1894 No. 269 mengenai
kekuasaan-hukum para Kongsol Negara Asing.

P.4 Para Residen dan Kepala-kepala daerah lainnya harus mengirimkan tanda-tanda pada Pegawai
Pencatatan Sipil, baik pegawai biasa, maupun pegawai luar biasa, dalam lingkungan wilayah mereka
masing-masing, kepada Pegawai Penuntut umum pada Rad Justisi 1) supaya ditaruh dan disimpan
pada kepaniteraan pengadilan itu (2; Rn. 19) Bb. 6891)

P.5. Tiada seorang, Pegawai Pencatatan Sipil siapa juapun diperbolehkan membikin akta yang
mengenai dirinya, isterinya, orangtuanya atau anak-anaknya sendiri. (2)

P.6. Sama sekali ada lima macam daftar pencatatan sipil yang terpisah-pisah yang harus diadakan itu,
yaitu untuk menuliskan akta-akta:

kelahiran, (:37db)

pemberitahuan untuk menikah, izin untuk dinikahkan, pernikahan dan perceraian-kawin, dan
kematian. (1, 7, 54, 65 db)

Untuk menuliskan pemberitahuan tertulis tentang kelahiran dan kematian dalam hal yang
diperkenankan menurut reglemen ini, dan untuk menuliskan akta-akta lainnya yang bentuk dan isinya
ada berbeda dari akta-akta biasa, maka boleh diadakan daftar-daftar tambahan, asal saja daftar-daftar
ini serempak bersama dengan daftar-daftar biasa dikirimkan untuk ditandai (waarmerken) dan diparaf;
pegawai yang ditugaskan dengan urusan pekerjaan itu diwajibkan untuk menyebutkan diatas lembaran
muka, yang memuatkan nama daftar biasa, itu, secara tegas tentang, adanya daftar-tambahannya. (8).

P.7. (1) Sekalian daftar pencatatan sipil, kecuali daftar pemberitahuan untuk menikah dan daftar izin
untuk dinikahkan harus diadakan dalam rangkap dua. (6, 8, 17 db).

(2) Daftar-daftar itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil dengan percuma (tanpa bayaran).
Dikecualikan daftar-daftar pernikahan dan perceraian-kawin dan daftar-daftar, termaksud dalam ayat
kedua pasal 6, maka bagi semua daftar yang selebihnya disediakan blanko akta-akta yang tercetak,
menurut contoh-contoh yang ditetapkan oleh Direktur Djustisi, blanko akta-akta itu harus diisi dan
ditambah oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan-aturan (syarat-syarat) dalam reglemen
ini. (Bb. 1232) (3) Pengiriman daftar-daftar itu kepada para Pegawai Pencatatan Sipil dilakukan pada
setiap tahun oleh para Kepala Daerah dengan Perantaraan hakim karesidenan 2). termaksud dalam
ayat (1) pasal 8. (4) Pengiriman itu harus dilakukan pada waktu sedemikian tepatnya sehingga semua
daftar itu sebelum tanggal 1 Januari tahun baru sudah dapat diterima oleh para Pegawai Pencatatan
Sipil.



(5) Pengiriman daftar-daftar sambunganpun harus dilakukan secara yang ditentukan dalam ayat (3).

P.8. Halaman (lembaran) pertama dan penghabisan pada semua daftar yang telah diberi bernomor urut
harus ditandai dengan tandatangan dan halaman yang selebihnya ditandai dengan paraf, oleh Hakim
keresidenan ditempat dimana Pegawai Pencatatan Sipil berkedudukan (6, 23).

Jikalau ditempat itu tidak ada Hakim keresidenan 1); berkedudukan, ataupun apabila pangkat Pegawai
Pencatatan Sipil dan pangkat Hakim keresidenan ditempat itu dijalankan oleh pegawai yang seorang
itu juga, maka penanda-tanganan dan pemarafan termaksud harus dilakukan oleh Kepala Daerah
ataupun oleh seorang pegawai kantornya yang ditunjuk olehnya; pegawai yang ditunjuk ini tidak
boleh merangkap pula Pegawai Pencatatan Sipil ataupun Pegawai Pencatatan Sipil luar biasa. (25).

P.9. Akta-akta itu harus ditulisi dengan berurut-urutan didalam daftarnya dengan tidak boleh dibiarkan
terbuka suatu ruangan kosong, diantara dua akta.

Segala apa yang sekiranya ada dicoret, diselakan atau dituliskan dipinggir pada ketika membuat akta,
hendaklah dibenarkan (disahkan) dibubuhi tanda-tangan, mirip seperti itu sendiri; tidak satu apa
juapun boleh dituliskan dengan kependekan (potongan kata) atau dengan angka. (11, 14)

Apabila akta itu sudah selesai, didalamnya tidak boleh diadakan suatu perubahan apa juapun jika tidak
dengan ponis untuk itu, yaitu ponis yang. telah pasti (tak dapat dirubah lagi). (13 db.; Stbl. 1954 No.
40)

P. 10. Pegawai Pencatatan Sipil tidak boleh menuliskan sesuatu diluar apa-apa yang mesti diterangkan
oleh pihak-pihak yang hadir menurut undang-undang baik dalam akta yang akan dibuatnya, maupun
dalam badan akta itu ataupun sebagai selaan (sisipan) atau tambahan (28, 40 db., 55,60 db., 64,67 db.,
71 db., 74 db.,84; Stbl.1853 No. 64)

P.11 Dalam akta pencatatan sipil dituliskan tahun, bulan dan hari menuliskan akta itu dan juga nama,
nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat kediaman, baik dari pihak yang hadir, maupun dari saksi-
saksi. (40, 55, 61, 64, 67, 71, 74, 84; Bb. 1232)

Dalam akta pencatatan sipil haruslah selalu saja ditempatkan nama (namaturunan) dimuka nama kecil.
Maka itu dipisahkan oleh koma dari pada nama kecilnya.

P.12. Dalam segala hal dimana pihak-pihak yang berkepentingan tidak diwajibkan hadir sendiri, maka
mereka boleh berwakil dengan seseorang yang dikuasakannya; wakil ini dengan secara tertentu harus
diangkat olehnya untuk urusan itu dengan suatu akta otentik.

Akan tetapi pemberian kuasa demikian itu dapat dibuat diatas akta bawah tangan pada kertas yang
tiada berbea materai, ialah apabila rumah tempat kediaman sipemberi-kuasa lebih dari sepuluh
tonggak (pal) jaraknya dari tempat kediaman notaris yang terdekat sekali; dalam hal demikian, surat
kuasa itu mesti ditandatangani oleh seseorang pegawai bangsa Eropah sebagai tanda telah dibaca
(diketahui). (24 db., 39, 62 KUHS 51, 79)

P.13. Saksi-saksi yang dipakai untuk menuliskan akta pencatatan sipil hendaklah dipilih oleh orang
yang berkepentingan sendiri diantara orang-orang Eropah, kecuali apabila akta itu mengenai bangsa
Indonesia dan orang yang disamakan dengan bangsa Indonesia; saksi-saksi itu mesti berkedudukan
sebagai penduduk Indonesia dan telah mencapai umur dua puluh satu tahun penuh. (KUHS 330)

Kaum-keluarga yang dekatpun dapat diperkenankan menjadi saksi. (KUHS 1910,1914)



Jikalau saksi-saksi itu termasuk golongan bangsa Indonesia atau bangsa yang disamakan dengan
mereka itu, sedang Pegawai Pencatatan Sipil yang disamakan dengan mereka itu, sedang Pegawai
Pencatatan Sipil tiada kenal pada mereka, maka pegawai ini boleh menuntut supaya ada keterangan
tentang wewenang mereka untuk menjadi saksi dengan jalan menunjukkan surat keterangan dari
wekmester ataupun kepala kampung (desa) ditempat kediaman mereka. ( 14)

P.14. Pegawai Pencatatan Sipil membacakan akta itu kepada pihak yang hadir dan juga kepada
saksi-saksi, dan menyebutkan dalam akta bahwa telah dipenuhi tata-cara tersebut.

Apabila seorang, atau lebih daripada pihak yang hadir ataupun saksi tiada mengerti bahasa Belanda.
maka oleh Pegawai Pencatatan Sipil diartikan isi akta itu kepada mereka dengan bahasa mereka
masing-masing, dan apabila Pegawai Pencatatan Sipil tiada sanggup mengertikannya, hendaklah
seseorang juru-bahasa melakukan hal itu. Dalam akta itu harus diterangkan juga bahwa tata-cara
demikian itu telah dipenuhi.

Setiap akta mesti ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil serta pihak yang hadir dan saksi-
saksi, dan, dalam hal sebagai tersebut pada ayat di atas ini tadi, oleh juru bahasa. Kalau salah seorang
diantara mereka yang berkepentingan atau salah seorang dari saksi-saksi kebetulan tidak dapat
membubuhkan tanda-tangannya, maka sebabnya itu haruslah dituliskan dalam akta itu. (9)

P.15. Apabila terjadi kelahiran atau kematian pada suatu tempat yang jaraknya lebih dari sepuluh pal
dari kantor tempat membuat akta pencatatan sipil, maka pemberitahuan tentang kelahiran atau
kematian itu dapat dilakukan dengan tulisan di atas kertas yang tiada berbea meterai dalam jangka
waktu yang_ditetapkan untuk itu asal saja untuk keperluan itu diturut perumusan (formulir) yang akan
diumumkan dimana-mana dan perumusan itu bisa pula diperoleh dari Pegawai Pencatatan Sipil. (37
db., 65 db.)

Pegawai Pencatatan Sipil harus dengan segera menuliskan salinan permberitahuan itu kedalam akta
dan menanda-tangani sendirian saja akta itu, dan melakukan surat-surat itu menurut sebagaimana
ditentukan dalam pasal 24.

Akan tetapi apabila pegawai itu menaruh kesangsian tentang kebenaran pemberitahuan tersebut, maka
haruslah ia memaklumkan hal itu kepada Kepala pamongpraja, supaya hal itu diperiksa dan dalam
peristiwa demikian pemberitahuan itu tiadalah harus disalin sebelum ada kenyataan tentang kebenaran
isi pemberitahuan itu.

P.16. Pada waktu datangnya sesuatu kapal Indonesia atau kapal lain pada suatu tempat (pelabuhan)
dimana ada kedudukan syahbandar atau pegawai yang diangkat selaku itu, maka pegawai ini
berkewajiban menanya kepada kapten kapal atau nakhoda apa adakah ia hendak mengirim surat-surat
tentang pencatatan sipil, dan kalau ada, haruslah ia melaksanakan pengiriman itu. (46 db.,76 db.; KUD
341, 341d)

P.17. Daftar-daftar itu ditutup oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada penghabisan tiap-tiap tahun. Dalam
bulan Januari berikutnya hendaklah sebuah daripada setiap daftar yang rangkap dua itu, yaitu daftar
tentang kelahiran, tentang pernikahan dan perceraian-kawin dan tentang kematian, diangkut untuk
disimpan di kepaniteraan Rad Justisi dengan memberikan suatu surat bukti tanda peneriman, sedang
setiap lembaran daftar lainnya itu tetap tinggal tersimpan di kantor Pegawai Pencatatan Sipil dibawah
penjagaannya; kesemuanya dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 30. (7,18 db., 24, 26, 29,
35; Bb.2692; ABM 31 sub 11 No. 39).



P.18. Daftar-daftar tentang, pemberitahuan hendak menikah dan tentang pemberian izin untuk nikah
dan juga surat-surat tentang pengumuman pernikahan hendaklah secara yang sama diangkut juga ke
kantor panitera Rad Justisi. (17)

Akan tetapi apabila daftar-daftar itu berisi pemberitahuan hendak menikah dan pengumuman
pernikahan ataupun pemberian izin untuk nikah, pernikahan mana pada saat pengangkutan
(pemindahan) daftar belum lagi berlangsung. maka daftar-daftar ini dan surat-surat tentang hal itu
haruslah tinggal dulu sampai pada saat setelah pernikahan dilangsungkan, tetapi daftar-daftar tersebut
tidak boleh sekali-kali ditahan lebih lama dari setahun sesudah ditutupi. (Bb.2692; ABM 31 sub 11
No.39)

P.19. Apabila pada penghabisan tahun dalam sesuatu daftar tidak ada akta yang dituliskan, namun
begitu mesti juga ditutup dan dikirimkan seperti ditetapkan dalam kedua pasal diatas ini tadi, dengan
menyatakan hal keadaan itu (tegasnya: bahwa daftar itu tiada berisi). (20)

P.20. Kecuali menurut aturan dalam ketiga pasal diatas, maka daftar-daftar pencatatan sipil tidak boleh
dipindahkan kalau tidak dapat perintah dari hakim. (21 db)

Apabila hakim memerintahkan permindahan daftar-daftar yang sedang dipakai itu, maka wajiblah
Pegawai Pencatatan Sipil setelah perintah itu disampaikan dengan resmi meminta kirim daftar-daftar
sambungan dengan segera. (23)

P.21. Setelah Pegawai Pencatatan Sipil menerima daftar sambungan yang dimintanya itu (dan sesudah
ditanda-tangani dan dibubuhi paraf menurut pasal 8, maka daftar-daftar yang diperintahkan
pemindahannya itu, oleh Pegawai Pencatatan Sipil tersebut haruslah ditutup dengan menyatakan
(menuliskan) sebab apa maknanya penutupan itu dilakukan sebelum akhir tahun, dan sudah itu baru
dengan segera ia penuhi perintah hakim itu. Daftar sambungan selalu dipandang dalam segala hal satu
tunggal dengan daftar yang disambungnya, jadi penutupan pada penghabisan tahun pun dilakukan
seperti hanya ada satu daftar saja. ( 17,20)

P.22. Apabila perkara yang perlu memakai daftar itu telah selesai, maka daftar itu dibawa ketempat
menyimpannya yang ditunjukkan dalam pasal-pasal 17 dan 18. (20 db)

P.23. Apabila Pegawai Pencatatan Sipil sudah dapat mengirakan bahwa daftar-daftar yang sedang
dipakai tidak cukup untuk menuliskan akta-akta yang masih akan datang dalam tahun itu, maka ia
wajib pada waktunya meminta daftar sambungan yang menurut pasal 8§ mesti ditanda-tangani dan
dibubuhi paraf. (17)

Ayat kedua pasal 21 berlaku juga bagi daftar sambungan ini.

P.24. Surat kuasa dan surat-surat lain yang dilampirkan pada akta-akta dalam daftar-daftar itu, harus
tinggal tersemat pada daftar yang dipindahkan ke kantor panitera Rad Justisi.
(12,15,17,25,29,55,59,62; Rn.30)

P.25. Setiap orang berhak meminta kepada penyimpan daftar pencatatan sipil itu salinan akta (petikan)
dari daftar itu: demikian juga salinan surat-kuasa dan surat yang lain, yang disematkan pada aktanya.
Salinan akta (petikan dari daftar), kalau sesuai dengan daftarnya, harus dipercayai sampai pada saat ini
dikatakan palsu, baik dengan jalan kenuntutnya kemuka pengadilan, ataupun menuntut cara seperti
ditetapkan oleh Undang-Undang Acara Sipil Jika perlu atau jika dikehendaki oleh orang yang
berkepentingan, mensahkan (melegalisir) tanda-tangan penyimpan daftar pencatatan sipil pada surat-
surat yang diberikannya dalam jabatannya, dilakukan oleh presiden Rad Justisi atau oleh hakim yang
menggantikannya. (17, 35; KUHS 1888 db; RIB 165,246 db., 252 db., 288)



Dalam daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, legalisasi demikian dapat dilakukan oleh Kepala
pemerintahan gewest 3)

Mengenai akta kelahiran, oleh penyimpan daftar pencatatan sipil hanya petikannya saja diberikan
menurut sebagaimana ditetapkan dalam ayat berikut, kecuali apabila sipeminatnya dengan tegas
menghendaki petikan dari daftar (= salinan akta) sebagai dimaksud dalam ayat terakhir pasal 26.

Petikan termaksud dalam ayat di atas ini menyebutkan tahun dan hari kelahiran, juga tempat dimana
kelahiran itu terjadi, ragi anak (corak lelaki atau perempuan), namanya dan nama kecilnya, dan juga
nama dan nama kecil bapak dan ibunya; satu dan lainnya sebagaimana ternyata dari aktanya itu atau
dari tulisan kemudiannya pada sisi akta itu.

Pada setiap petikan dalam bentuk bagaimana juapun ia diberikan harus disebutkan nama dan nama
kecil menurut cara yang sama sebagai mana telah ditulis didalam daftarnya.

Salinan dan petikan dari surat kuasa dan dari akta lainnya yang, tersemat pada akta itu yang mana
diberikan untuk keperluan jawaban umum, dibebaskan dari bea meterai.

P.26. Apabila pada pinggir suatu akta yang sudah dituliskan dalam daftar, harus disebutkan sesuatunya
tentang akta yang lain yang berhubungan dengan pencatatan sipil, atau kalau disitu harus dituliskan
beberapa catatan lain, maka hal itu dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil dalam daftar yang sedang
dipakai atau yang tersinipan dikantornya, dan oleh Panitera Rad Justisi dalam daftar yang telah
dipindahkan kekantornya.

Catatan ini ditanda tangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil atau oleh Panitera dengan menuliskan hari
bulan waktu ia membubuhkan catatan itu.

Kepada Penuntut umum pada Rad Justisi diserahkan menjaga supaya yang dicatat itu sama bunyinya;
di Jawa dan Madura dalam sepuluh hari sesudah mencatat itu, dan di Tanah Seberang secepat
mungkin Pegawai Pencatatan Sipil atau Panitera Rad Justisi harus mengirimkan salinan catatan itu
sekata demi sekata (yang cocok benar dari suatu perkataan keperkataan berikutnya).

Tidak boleh diberikan salinan akta daripada daftar pencatatan sipil kalau dalam salinan itu tidak
ditambahkan juga catatan-catatan yang terdapat pada pinggir akta itu; kesemuanya dengan tiada
mengurangi apa yang. ditentukan dalam ayat keempat pasal 25. (7,9,17,26,29,53,59,64; KUHS 9, 12,
16, 281)

P.27. Orang dapat membuktikan, baik dengan saksi-saksi, maupun dengan surat-surat bahwa daftar
pencatatan sipil tidak pernah ada atau telah hilang, atau bahwa sesuatu akta yang dulunya sudah
dituliskan, tidak ada lagi didalam daftarnya.

Kalau sesuatu akta pencatatan sipil dipalsukan, dirubah, disobekkan, dirusakkan atau dihilangkan,
maka ponis yang menyatakan kejahatan itu, mempunyai kekuatan yang diberikan menurut Kitab
Undang-undang Hukum Sipil, pada ponis-ponis yang telah pasti tentang perkara-perkara pidana,
terhadap penuntutan-penuntutan perkara perdata. (28 db.; KUHS 13, 101, 261 db., 264 db., 268, 1918,
1921 db., RIB 138)

P.28. Pegawai Pencatatan Sipil dan Penyimpan yang lain-lain menanggung keberesan daftar yang
dipegangnya dan disimpannya masing-masing. Kalau ada akta dirubah, dipalsukan, dituliskan pada
lembar yang lepas, demikian juga kalau ada pelanggaran terhadap aturan reglemen ini, maka segala
sesuatunya itu dapat jadi alasan kepada mereka yang berkepentingan untuk minta ganti kerugian.



Dengan perundang-undangan mengenai acara penuntutan sipil diatur tata cara ketertiban tentang
dakwa dakwi dalam perkara begitu. (27,29,86; Au 28, KUHS 82,1919; KUHS 263 db., 417, 436, 556
db.)

P.29. Penuntut umum pada Rad Justisi diwajibkan memeriksa segala daftar dan surat-menyurat dan
surat-surat yang tersemat pada daftar-daftar itu dan tentang apa-apa kedapatan pada pemeriksaan itu ia
harus membikin proses perbal dalam tempo enam bulan yang pertama pada setiap tahun. la berkuasa
untuk meneliti daftar-daftar yang mana tidak ada pada kepaniteraan tetapi dengan tiada diperbolehkan
memindahkan atau menyuruh pindahkan (membawa atau menyuruh bawa ketempat lain) daftar-daftar
itu.

Kalau ada pelanggaran atau kejahatan, maka Penuntut Umum itu karena jabatan harus menuntut
barangsiapa yang bersalah dalam hal itu.

Selembar salinan-otentik dari proses-perbal tentang hal kedapatan itu olehnya harus dikirimkan
kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam tempo delapan hari sesudahnya dibikin. (7,17
db.,20,28)

P.30. Ditempat-tempat dimana kepaniteraan Rad Justisi dan kantor Pegawai Pencatatan Sipil berada
dalam satu bangunan (gedung) itu juga, maka daftar-daftar dan surat-menyurat yang dikirimkan
kepada kepaniteraan tersebut menurut pasal 17 dan 18, harus dipindahkan kesuatu tempat
penyimpanan lain di luar bangunan itu. dengan segera demi sesudahnya dibuat proses perbal
termaksud dalam pasal 29; tempat penyimpanan itu ditunjuk oleh Kepala Daerah.

P.31. Akta-akta pencatatan sipil dan catatan-catatan yang mesti dibuat dalam daftar-daftarnya
dibukukan dengan tiada berbayaran. (33)

P.32. (Dih. Dg. Stbl.1873/15)
P.33. Untuk memberikan petikan dari daftar pencatatan sipil mesti dibayar bea Rp. 4,50.

Petikan dari daftar pencatatan sipil diberikan tanpa berbayaran:

a.  gunauntuk keperluan jawatan umum,;

b. kepada para orang yang tiada mampu, asal saja tentang hal ketidak mampuannya itu ternyata
dalam suatu surat keterangan, bagi Tanah Seberang dari Kepala pemerintahan setempat dan bagi
Jawa dan Madura dari Asisten Residen; tentang ketidak mampuan itu harus disebut dalam surat
keterangan termaksud. (31; Bb. 2367, 2486) AMB 31 sub 11 No. 961)

P.33a. (Dit. Dg. Stbl. 1895/0 dan dir. dg. Stbl. 1932/539) (1) Di Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang
dan Makasar pada tiap-tiap hari Rabu dan Kamis, dan ditemnpat-tempat lain pada setiap hari Rabu,
dari jam sembilan pagi sampai jam tiga sore diberi kesempatan untuk melaksanakan pernikahan tanpa
berbayaran.

(2) Untuk setiap pelaksanaan pernikahan pada suatu hari kerja dan jam yang tiada disediakan bagi
pelaksanaan pernikahan tanpa berbayaran, mesti dibayar menurut tarif sebagai berikut:

Untuk suatu pelaksananan pernikahan pada hari:

Sabtu Rp.200,-

Senin Rp.75,-

pada tiap-tiap hari lainnya, yang bukan hari yang disediakan untuk melaksanakan pernikahan tanpa
berbayaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), demikian pula pada hari diwaktu mana
pelaksanaan pernikahan berlaku memang dengan tiada berbayaran tetapi pada jam yang tidak
disediakan untuk itu, Rp.10,-



P.33b. (Dit. dg. Stbl. 1895/9 dan dir. dg. Stbl. 1932/539). Untuk setiap kali melaksanakan pernikahan
diluar bangunan (kantor) dimana akta-akta pencatatan sipil diperbuat, diluar dari perbayaran menurut
pasal 33a, mesti dibayar pula Rp. 25.

Akan tetapi apabila orang yang berkepentingan menyatakan tiada marnpu menurut surat keterangan
dari Kepala pemerintahan setempat, maka pelaksanaan pernikahan diluar kantor itu harus berlaku pula
tanpa berbayaran.

P.33c. (Dit. dg. Stbl. 1932/539) (1) Pegawai Pencatatan Sipil ataupun penggantinya (Pegawai
Pencatatan Sipil luar biasa) memasukkan perhitungan biaya menurut Algemeen Reisreglement
(Staatsblad 1921 No. 422), yaitu mengenai hal yang ditetapkan bagi perjalanan dinas (uang jalan dan
uang makan bila perlu termasuk dalam pengertian itu), uang-uang mana mesti dibayarkan (diganti)
kepadanya jikalau ia untuk melaksanakan pernikahan mesti pergi keluar kantor tempat membikin akta-
akta pencatatan sipil, tetapi dengan pengertian bahwa penggantian (pembayaran) itu mesti dibayar-
kepadanya tanpa memandang berapa jauhnya (dekat atau jauhnya) antara kantor dan tempat
melangsungkan pernikahan itu.

(2) Biaya-biaya termaksud dalam ayat diatas ini tadi harus ditanggung oleh orang yang
berkepentingan dan wajib dibayar lebih dulu (dimuka) apabila ditagih kepadanya.

(3) Akan tetapi kalau menurut secara yang ditentukan dalam ayat kedua pasal 33b ternyata orang yang
berkepentingan tidak mampu, maka biaya-biaya perjalanan dinas itu ditanggung oleh negara.

P.33d. (Dit. dg. Stbl. 1932/539) (1) Bila terjadi hal penolakan atau hal enggan membayar uang-uang
biaya yang mesti dibayar kepada Pegawai Pencatatan Sipil menurut pasal di atas ini tadi, ataupun
kalau pihak yang ditagih menghendaki, maka Pegawai Pencatatan Sipil harus menyerahkan
perhitungannya itu kepada hakim karesidenan untuk dianggarkan.

(2) Jikalau Pegawai Pencatatan Sipil dan hakim karesidenan orang seorang itu juga, maka perhitungan
tersebut harus diserahkan kepada Presiden Rad Justisi.

(3) Hakim membubuhkan dibawah perhitungan itu anggarannya dan mengeluarkan surat-perintah
untuk mengelolakannya (melaksanakan pembayaran anggaran itu).

(4) Surat perintah ini dapat dijalankan dengan menggunakan surat asli-sahihnya (minutnya)

(5) Kalau biaya-biaya itu harus ditanggung oleh Negara, maka pengiriman dan pengurusan seterusnya
perhitungan itu berlaku menurut aturan dalam Reisreglement (Stbl.1921 No.422).

P.33e. (Dit. dg. Stbl.1932/539 dan dir, dg,. Stbl.1933/327 jo.328). (1) kalau mesti dibayar uang-uang
itu harus disetor kedalam pasal-pasal 33 a dan 33 b, maka uang-uang itu harus disetor kedalam kas
Negeri.

(2) Pegawai Pencatatan Sipil tiadalah diharuskan menguatkan (melaksanakan) pernikahan sebelum
kepadanya diunjukkan surat bukti tentang pembayaran (kwitansi) bea-bea itu; kwitansi ini harus
disematkan pada akta-pernikahan (surat kawin) dalam daftarnya.

(3) Pegawai Pencatatan Sipil yang lantas saja menguatkan pernikahan sebelum bea-bea itu dibayar,
harus bertanggungjawab atas pembayaran bea itu.

P.34. Pembukuan-pembukuan dan pencatatan-pencatatan tentang kelahiran, pernikahan dan kematian,
yang telah berlaku sebelum diadakan daftar-daftar pencatatan sipil, yaitu menurut undang-undang atau



kebiasaan yang dulu, dipersamakan dengan pembukuan-pembukuan dalam daftar-daftar pencatatan
sipil mengenai daya-buktinya. (35; Au. 2; KUHS 100 db., 261)

P.35. Semua buku, daftar dan lain-lain surat dalam mana ada dimuatkan pembukuan dan pencatatan
tentang kelahiran, pernikahan dan kematian sebagai tersebut pada pasal diatas ini tadi, harus disimpan
dalam Arsip Negara di Jakarta.

Arsiparis (Kepala Arsip Negara) hanya berwenang untuk memberikan petikan-petikan dari buku-
buku, daftar-daftar atau dari lain-lain surat itu kalau telah dibayar bea-meterai dan uang upah-tulis
untuk itu. (17, 25)

P.36. Ketentuan-ketentuan (aturan-aturan) dalam perundang-undangan mengenai hal memperbaiki
akta-akta pencatatan sipil berlaku pula terhadap pembukuan dan pencatatan termaksud dalam kedua
pasal diatas ini tadi; tetapi hal itu dengan pengertian bahwa hal memperbaiki itu mesti terbatas pada
pembukuan dan pencatatan yang memang sudah ada, dan jadinya tiadalah sekali-kali diperbolehkan
untuk menambah akta-akta yang tidak ada dari semua: (13 db., 67)

Bagian kedua
Tentang akta kelahiran

P.37. Pemberitahuan tentang kelahiran harus dilakukan dalam tiga hari atau jika kelahiran itu terjadi
ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari gedung tempat daftar pencatatan sipil dibuat,
selambat-lambatnya pada hari kesepuluh sesudah bersalin, hari Minggu dan hari-hari yang disamakan
dengan hari Minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu; pemberitahuan itu harus disampaikan
kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat kelahiran. (5,13 db,39.46 db).

Dalam hal ini disamakan dengan hari Minggu ialah: hari Tahun Baru Eropah, hari Paskah yang kedua,
hari Pantekosata yang kedua, kedua hari Natal, Hari Kebangkitan Nabi Isa Al-Masih dan hari ulang
tahun kelahiran Raja.

Pegawai Pencatatan Sipil harus dengan segera membikin akta dari pemberitahuan itu.

Ia berwenang untuk pergi ketempat kelahiran itu dan mendesak supaya anak yang baru terlahir itu
diperlihatkan kepadanya.

P.38. Apabila kelahiran terjadi dipulau yang bukan tempat kediaman Pegawai Pencatatan Sipil,
demikian pula jika diantara tempat kelahiran dan tempat pemberitahuan harus dimasukkan.
perhubungannya adalah sukar, meskipun tempat itu terletak disatu pulau itu juga, sehingga ketentuan-
ketentuan yang tersebut dalam pasal diatas ini tadi tak dapat diturut, maka para oknum yang
bersangkutan boleh mengirimkan surat pemberitahuan termaksud dalam pasal 15 pada kesempatan
yang mula-mula sekali.

Surat pemberitahuan itu haruslah sudah siap ditulis selambat-lambatnya pada hari yang ke sepuluh
sesudah bersalin (anak terlahir). (66)

P.38a. (Dit. dg Stbl. 1937/595) Setelah lewat jangka-waktu tersebut dalam pasal-pasal 37 dan 38,
maka pemberitahuan itu hanyalah dapat, dilakukan dengan perintah dari Penuntut umum pada Rad
Justisi.

P.39. Pemberitahuan tentang kelahiran anak harus disampaikan oleh bapaknya atau, bila tak ada atau
sedang berhalangan bapaknya, oleh para dokter, thabib, tukang obat, bidan atau oknum lainnya yang



hadir pada waktu bersalin, ataupun, kalau siibu bersalin diluar tempat kediamannya, oleh oknum
penghuni rumah tempat bayi itu terlahir. ( 12 db.,37,86; KUHP 529).

Jikalau, persalinan itu terjadi dalam suatu rumah tamu (penginapan atau hotel); atau rumah penjara,
maka jika bapak anak itu tak ada atau sedang beralangan, pemberitahuan itu harus disampaikan oleh

Kepala atau oleh salah seorang pelayan rumah demikian. (71)

P.40. Akta kelahiran harus menyebutkan:

ke-1. tahun, bulan, hari, jam dan tempat kelahiran;

ke-2. ragi (corak lelaki atau perempuankah) sianak,dan nama kecil yang diberikan kepada anak
itu;

ke-3. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal orang-tuanya; (Bb.2242)

ke-4. nama, nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal sipemberitahu.

Tidak suatu nama dari turunan yang masih ada boleh diberikan kepada anak itu sebagai nama-kecil,
kecuali kiranya nama turunan itu adalah nama kecil yang juga biasa dipakai orang. (11, 13 db.,43;
KUHS 6; Stbl. 1868/48)

Dalam hal jika pemberitahuan tentang kelahiran ada disampaikan atas dasar hukum bagi bangsa
Indonesia Keristen untuk menaklukkan diri kepada aturan-aturan tentang hal memegang daftar-daftar
Pencatatan Sipil buat bangsa Eropah, maka dalam akta-kelahiran itu harus pula disebutkan.

P.41. Apabila anak itu terlahir diluar nikah, maka nama bapaknya tiadalah boleh disebutkan dalam
akta kelahiran yang akan dibikin oleh Pegawai Pencatatan Sipil itu, kecuali kalau anak itu diakui oleh
bapaknya, baik oleh pribadinya sendiri, maupun oleh seseorang oknum yang diberi kuasa olehnya
melulu untuk itu dengan memakai akta otentik. (12,53; KUHS 272,280 db., 287,289)

P.42. Kecuali dalam peristiwa termaksud pada ayat keempat pasal 40, maka pemberitahuan tentang
kelahiran anak luar nikah yang ibunya termasuk golongan bangsa Indonesia asli atau yang disamakan
dengan itu hanya dapat diterima oleh Pegawai Pencatatan Sipil, apabila anak demikian berbapak orang
bangsa Eropah dan pemberitahuan itu dilakukan sambil diakui sekali anak itu sebagai anak oleh
bapaknya (orang Eropah) itu.

Pemberitahuan demikian itu boleh disampaikan pada waktu umur anak itu beberapa tahun juapun,
tetapi sekali-kali tiadalah boleh berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam pasal-pasal 282 ayat
pertama, 283 dan 284 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Sipil. (Bb.3216; KUHS 284)

P.42a. (Dit. dg. Stbl.1905/342) Pegawai Pencatatan Sipil diwajibkan untuk melaporkan dalam tempo
dua puluh empat jam tentang kelahiran anak luar nikah dan tentang setiap hal mengakui anak, kepada
Balai Harta Peninggalan yang daerahnya meliputi tempat pemberitahuan itu, dan dalam hal terjadinya
pengakuan, menyebutkan pula apakah bapak atau ibu yang mengakui anak itu belum cukup umur atau
tidak (telah dewasa) dan apakah pengakuan yang dilakukan oleh bapak si anak luar nikah itu terjadi
sebelum ibunya meninggal.

Jikalau pemberitahuan atau pengakuan itu diketahui oleh (disampaikan kepada) Pegawai Pencatatan
Sipil pada suatu hari Minggu atau pada salah satu daripada hari-hari yang disamakan dengan hari
Minggu menurut ayat kedua pasal 37, atau pada hari yang sehari lebih dulu dari hari itu, maka laporan
itu dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam lingkungan hari kerja yang berikutnya.

P.43. Barangsiapa menemui seorang bayi yang baru lahir, diwajibkan memberitahukan hal itu secepat
mungkin kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat dimana terjadinya penemuan itu, serta juga
menyebutkan dan memperlihatkan pakaian dan benda-benda lainnya yang diketemukan pada tubuh



(pada sisi) bayi itu dan pula menerangkan segala hal-ihwal mengenai waktu apabila dan ditempat
mana bayi itu diketemui.

Akta yang harus dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil tentang hal itu mesti meliputi pernyataan yang
seksama tentang hal-ihwal keadaan dan tentang benda-benda termaksud dalam ayat diatas ini, dan lain
dari itu; juga menyebutkan umur yang dikira-kirakan, ragi (corak perempuan atau lelakilah) sibayi,
tanda-tanda keistimewaan yang sekiranya ada pada bayi itu, nama yang akan diberikan baginya,
dengan tiada mengurangi persetujuan dari Gubernur Jenderal termaksud dalam pasal 6 Kitab Undang-
undang Hukum Sipil, demikian pula harus dinyatakan dalam yayasan (rumah tempat pemeliharaan)
mana, atau pada siapa bayi itu tinggal (diserahkan).

Pegawai Pencatatan Sipil harus memasukkan permohonan termaksud dalam pasal 7 Kitab Undang-
undang Hukum Sipil kepada Gubernur Jenderal.

Kepada bayi yang dibuangkan (ditaruh pada suatu tempat supaya diambil orang) tiadalah boleh
diberikan nama sedemikian rupa sehingga menunjukkan keadaan hal-ihwal riwayat bayi itu, ataupun
nama yang bertujuan seakan-akan merendahkan derajat sibayi itu.

Apa yang ditentukan dalam ayat diatas dari ayat terakhir pada pasal 40 berlaku pula dalam hal ini. (10
db., 37, 40,45; KUHP 529).

P 44. Apabila bayi itu secara lekas saja dimasukkan kedalam sesuatu yayasan (rumah pemeliharaan),
maka penerangan (laporan) yang disebut dalam pasal diatas mesti dilakukan oleh Kepala atau salah
seorang dari pada pelayan yayasan itu.

P.45. Akta yang diperbuat menurut pasal 43 mesti dituliskan kedalam daftar kelahiran; selembar
salinan dari akta itu harus dikirimkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil kepada Pegawai Penuntut umum
pada Rad Justisi. (Bb. 2486 jo. 4603)

P.46. Apabila ada bayi yang dilahirkan dalam pelayaran dengan kapal yang masuk kepunyaan daerah
Indonesia, maka akta kelahirannya haruslah dituliskan oleh kapten atau nahkoda kedalam daftar
(buku) harian kapal itu dalam tempo dua puluh empat jam, dihadapan bapak sibayi kalau ia ada di
kapal itu, dan dua orang saksi yang berada dalam kapal Itu.

Pembukuan itu harus dilakukan menurut formulir sebagaimana yang diberikan oleh syahbandar atau
pegawai yang ditunjuk untuk itu, dan serempak dengan sijil kapal (monsterrol) diserahkan kepada
kapten kapal atau nahkoda. (11, 13,37, 40,47 db.,76., KUHS 947 341,341d.348).

P.47. Pada pelabuhan yang mula-mula sekali disinggahi oleh kapal itu apabila pelabuhan itu terletak
dalam wilayah Indonesia, kapten kapal atau nakhoda diwajibkan mengirimkan dua lembar petikan dari
daftar-daftar kapal itu, yang berisi catatan tentang kelahiran, kepada Kepala Pemerintahan setempat.
(52a)

Pegawai ini harus menyatakan penanggalan tentang penyerahan petikan-petikan itu pada kaki halaman
surat itu, dan sesudah dibubuhi legalisasi tentang tandatangan kapten atau nahkoda itu, lalu
menyimpan selembar petikan itu sedang selembar yang lainnya harus dikirimkannya untuk
didaftarkan, kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat kediaman bapak atau ibu sibayi jika bapaknya
tidak dikenal, asal saja tempat kediaman itu terletak dalam wilayah Indonesia.

Apabila tempat kediaman itu terletak diluar Indonesia, maka petikan yang kedua itu haruslah
dikirimkan kepada Gubernur Jenderal yang akan meneruskannya kepada Menteri Daerah Seberang
lautan 3 (50 aj.3)



Jikalau si bapak, atau bila ia tidak dikenal, siibu tidak mempunyai tempat kediaman yang dikenal
orang, maka petikan yang kedua itu haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Jakarta
yang harus menuliskan petikan itu kedalam daftar-kelahiran yang sedang dipakai (16, 50aj. 3, 77).

P.48. Apabila alat pelayar (kapal atau perahu, tongkang, dan sebagainya) itu terpaksa memasuki
pelabuhan, baik pelabuhan di negeri Belanda maupun disalah satu jajahan Kerajaan diluar Indonesia
..(ayat ini harus dianggap dengan sendirinya tidak dapat dipakai lagi, melainkan hanya ayat berikut ini
saja).

Jikalau alat pelayar itu terpaksa memasuki pelabuhan asing (luar negeri) maka pengiriman petikan itu
haruslah dilakukan kepada Konsol (Kedutaan) Indonesia yang berkedudukan dinegeri pelabuhan itu
atau negeri yang terdekat sekali dari pelabuhan itu (52a.)

Hal itu tiadalah mengurangi kewajiban kapten kapal atau nakhoda untuk berlaku sebagaimana itu ke
Indonesia. (46 db.,77)

P.49. Apabila pada suatu pelayaran ada bayi terlahir dalam kapal kepunyaan orang (maskapai)
Belanda, sedang orang tua sibayi itu adalah penduduk (warga negara) Indonesia, dan kemudian kapal
singgah di pelabuhan Indonesia, maka dari pihak Gubernur Jenderal harus dikirimkan selembar
salinan kedua yang, telah dibubuhi legalisasi olehnya atau atas perintahnya dari petikan daftar-harian
kapal yang dikirimkan kepadanya menurut pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Sipil Belanda,
kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat kediaman bapak sibayi, atau ibu sibayi jika bapaknya tidak
dikenal. (46 db., 52a.78: KUHS 21; Bb. 960)

P.50. Apabila ada bayi terlahir dalam pelayaran disuatu alat-alat pelayar kepunyaan orang (maskapai)
Indonesia, yang nakhodanya ataupun salah seorang opsirnya (jurumudi, jurubatu dan sebagainya)
bukan bangsa Eropah, maka pemberitahuan tentang kelahiran itu harus disampaikan oleh bapak sibayi,
apabila ia ada dalam alat pelayar itu, (dan jika tidak ada oleh: nakhoda kepada Pegawai Pencatatan
Sipil ditempat yang pertama disinggahi di Indonesia.

Pegawai ini harus mengirimkan selembar petikan dari daftar yang berisi akta kelahiran itu, untuk
didaftarkan, kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat kediaman bapak atau ibu sibayi jika bapaknya
tidak dikenal.

Dalam peristiwa-peristiwa tersebut pada pasal 47 ayat ketiga dan keempat, petikan itu harus
diserahkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil kepada Kepala Pemerintah Gewest dan selanjutnya dipenuhi
segala aturan yang tersebut dalam ayat itu. (46 db., 52a,79)

P.51. Jikalau ada perempuan bersalin demi (sesudah) mengalami kekaraman kapal, maka
pemberitahuan tentang hal itu dapat disampaikan kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat yang
pertama kali dicapai oleh orang yang kekaraman itu.

Ayat kedua dan ketiga pada pasal di atas ini berlaku pula dalam hal ini. (80)

P.52. Jikalau ada bayi terlahir di kapal Indonesia yang sedang berlabuh di pelabuhan Indonesia, maka
pemberitahuan tentang kelahiran demikian dilakukan menurut sebagaimana biasa yaitu kepada
Pegawai Pencatatan Sipil ditempat itu, kecuali kalau sekiranya tak ada kemungkinan untuk
meninggalkan kapal itu guna menyampaikan pemberitahuan itu; maka dalam hal demikian haruslah
diperbuat menurut apa yang ditentukan dalam pasal-pasal 46, 47 dan 48.



Para Pegawai Pencatatan Sipil sesetempat diwajibkan pula, bila ada diminta kepadanya. untuk
menerimakan juga pemberitahuan dan membuat akta tentang kelahiran yang terjadi dikapal-kapal, lain
dari kapal-kapal Indonesia (kapal asing) apabila kapal itu sedang berlabuh di pelabuhan Indonesia.
(81; Au.3)

P.52a. (Dit. dg. Stbl. 1933 327 jo.339) Petikan dari daftar (buku) harian kapal. termaksud dalam pasal-
pasal 47 sampai dengan 52, bebas dari beameterai.

P.53. Apabila, sesudah dibuat akta kelahiran anak luar nikah, kemudian dilakukan pengakuan anak itu
dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil, maka pegawai ini haruslah membikin akta pengakuan itu dan
selanjutnya bertindak menurut sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 Kitab Undang-undang
Hukum Sipil. (1,26, 41 db.)

P.53a. (Dit. dg. Stbl 1923 562) Manakala ada sesuatu ponis dijatuhkan, mengenai hukuman dalam
perkara yang diterangkan dalam pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ataupun ponis
lainnya yang membuktikan kepalsuan tentang hal mengakui anak, maka Panitera pada Pengadilan
Eropah dan Indonesia yang, membuat ponis itu, diwajibkan, didalam tempo satu bulan setelah ponis
itu menjadi pasti, supaya mengirimkan selembar salinan ponis itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil
ditempat dimana kelahiran anak itu dituliskan dulunya, dan bilamana akta pengakuan anak itu dulunya
dibuat dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil ditempat lain, maka salinan ponis itu harus dikirimkan
juga kepada pegawai ini. Tentang keputusan hakim itu sekedar mengenai pengakuan anak, haruslah
dibuat catatan oleh mereka pada tepi halaman akta kelahiran dan akta pengakuan anak itu.

P.53b. (Dit. dg. Stbl.1909/538 o 1923/562) Jikalau terjadi pengesahan (wettiging) anak luar nikah,
baik oleh karena pernikahan kemudiannya, maupun oleh sebab ada diberikan warakat pengsahan
berdasarkan pasal 274 atau 275 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka atas permintaan dari orang
yang berkepentingan haruslah disebutkan hal pengesahan itu pada pinggir halaman akta kelahiran
anak itu.

Surat penetapan dalam mana diberikan warakat pengesahan itu, harus disalin kedalam daftar dalam
tahun yang sedang berjalan pernikahan atau perceraian kawin ditempat kediaman oknum yang
meminta warakat pengesahan itu dan tanggal serta nomor pendaftaran itu harus dicatat pada pinggir
halaman termaksud dalam ayat pertama.

Bagian ketiga
Tentang pemberitahuan untuk menikah dan
pengumumannya da tentang izin untuk
dinikahkan

P.54. Para Pegawai Pencatatan Sipil harus menuliskan pemberitahuan untuk menikah kedalam daftar
yang tersedia untuk itu; pemberitahuan demikian disampaikan menurut pasal 50 dan 51 Kitab Undang-
undang Hukum Sipil. (17)

P.55. Pemberitahuan itu harus berisi: nama, nama kecil, umur pekerjaan dan tempat tinggal calon
suami-isteri, serta pula maksud mereka akan menikah; dan hal-ihwal apakah mereka dulunya telah
atau tiada pernah menikah dan jika ya, dengan siapa mereka menikah dulunya.

Apabila pemberitahuan itu telah dituliskan, maka Pegawai Pencatatan Sipil harus menyatakan dalam
akta yang akan dibikinnya itu tentang adanya pemberitahuan itu dan daftar (akta) itu ditandatangani
olehnya (Pegawai Pencatatan Sipil) sendirian saja sedang pemberitahuan itu harus disematkannya
pada daftar itu. (1,11, 244, 61; Bb. 2242)



P.56. Apabila pada Pegawai Pencatatan Sipil tiada ternyata bahwa bagi orang-orang yang
menyampaikan pemberitahuan itu ada suatu alangan untuk menikah, maka Pegawai itu haruslah
dengan segera membuat pengumuman yang dimestikan itu. Jikalau, menurut pasal-pasal 53 dan 54
Kitab Undang-undang Hukum Sipil, juga beberapa Pegawai Pencatatan Sipil lainnya harus
menyelenggarakan pengumuman itu, maka haruslah pula ia mengirimkan dengan selekas-lekasnya
bahan-bahan (surat-menyurat) yang semestinya, kepada mereka itu (57; KUHS 27. 82; Bb. 2242,
2486, 4603, 7430)

P.57. (Dit. dg. Stbl.1973/595)

P.58. (Dih. dg. Stbl. 1916/339 jo. 1917/18)

P.59. Akta tentang penggencatan (penahanan) pernikahan mesti disampaikan dengan resmi kepada
Pegawai Pencatatan Sipil ditempat dimana pemberitahuan tentang hendak menikah itu disampaikan.
Pegawai ini harus memberitakan tentang hendak menikah itu disampaikan. Pegawai ini harus
memberitahukan hal penggencatan itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat dimana maksud
pernikahan itu diumumkan. Tentang penggencatan itu harus dibuat catatan pada pinggir halaman akta
pemberitahuannya. Serupa itu pula harus dilakukan bila mengenai ponis-ponis atau akta-akta dengan
mana penggencatan itu dicabut (dihapuskan) 26; KUHS 59db., 70,71 ke-6, 82)

Terhadap akta-akta dan ponis-ponis yang berkenan dengan penggencatan maksud menikah haruslah
diperbuat menurut sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 24.(61 ke7)

P.59a. (Dit. dg. Stbl. 1916/339 jo.1917/18). Akta izin menikah dari orang tua, atau dari nenek-kakek,
atau dari wali dan Balai Harta Peninggalan, yaitu akta yang dibikin oleh Pegawai Pencatatan Sipil,
mesti dituliskan menurut tata-tertib penanggalannya, kedalam daftarnya.

Dengan tiada mengurangi apa-apa yang dimestikan oleh Reglemen ini pada umumnya untuk mengisi

akta pencatatan sipil, maka akta izin itu harus berisi:

ke-1. nama, nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami-isteri;

ke-2. dalam perhubungan bagaimana (bapak, ibu, kakek-nenek dan sebagainya ataukah wali-wali
pengawas atau kurator) pihak yang mengizinkan menikah itu.

Pegawai Pencatatan Sipil berwenang untuk meminta supaya diterangkan oleh dua orang saksi tentang
hal pribadi (identitet) pihak yang hadir masing-masingnya. Tentang keterangan saksi ini haruslah
disebutkan pula olehnya dalam akta itu.

Bagian keempat
Tentang akta - pernikahan, akta perceraian - kawin
dan akta terputusnya hubungan pernikahan
sesudah bercerai makan dan
tempat tidur.

P.60. Sesudah diucapkan keterangan (penegasan) oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada
Pegawai Pencatatan Sipil, yaitu penegasan yang dikatakan dalam pasal 80 Kitab Undang-undang
Hukum Sipil, lantas pegawai itu manyatakan atas nama undang-undang, bahwa kedua mereka telah
terikat satu sama lainnya dalam hubungan suami-isteri dan tentang hal itu dengan segera diperbuatlah
akta dalam daftar yang tersedia untuk itu. (1; KUHS 52, 76, 92, db. 1231, 1232).

P.61. Akta-nikah (akta pernikahan) harus berisi: (10 db.)

ke-1. nama, nama kecil, umur, tempat kelahiran, pekerjaan dan tempat tinggal suami dan isteri, dan
bila mereka dulunya telah menikah; nama dan nama kecil isteri atau suami yang dulu itu
(11,55; Bb.2242)



ke-2. keadaan mereka itu, apa telah dewasa atau belum cukup umur (teruna); (ICUHS 330, 420
db.,424)

ke-3. nama dan nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal orang-tua mereka masing-masing.

ke-4. izin dari orang-tua, dari kakek-nenek atau dari wali dan dari Balai Harta Peninggalan, ataupun
izin dari hakim dalam peristiwa-peristiwa yang menghendaki izin sedemikian; (KUHS 35 db.,
40 db., 452, 494)

ke-5. keputusan dengan bersyarat dari hakim apabila adanya terjadi keputusan sedemikian (KUHS
38 db., 42 db., 59 db., 70)

ke-6. kelonggaran-kelonggaran (dispensasi) yang telah diberikan (KUHS 29, 31, 48, 54, 56,79; U.
No. 51/1948 p.2)

ke-7. pengumuman yang telah dilakukan ditempat dimana diperlukan berbuat demikian dan dalam
hal adanya terjadi penahanan (pengencatan) pernikahan itu: hal pembatalan (penghapusan)
pengecatan itu; (54 db., 59; KUHS 52 db., Bb.7439)

ke-8. penegasan dari kedua belah pihak yang berkepentingan bahwa mereka menerima ikatan selaku
suami dan isteri antara satu sama lain dan pengikraran pernikahan mereka oleh pegawai umum
(Pegawai Pencatatan Sipil) itu; (55; KUHS 80)

ke-9. pengakuan anak-luar nikah apabila adanya terjadi pengakuan, sedemikian; (KUHS 274, 280

db)

ke-10. persetujuan (izin) yang diperlukan (dimestikan) bagi para opsir dan anggauta angkatan perang
yang berpangkat rendahan yang hendak menikah; (Bb. 2594; vide Up p.29)

ke-11. nama, nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal saksi-saksi, serta pula perhubungan
kekeluargaan sedarah atau persemendaan, yang sekiranya ada diantara mereka itu dengan
pihak-pihak yang berkepentingan. (13,60; KUHS 76 db.,272,281)

Jikalau pernikahan itu mengenai hal untuk kedua kalinya antara kedua pihak itu ("kawin reparasi")
sesudah pernikahan yang duluan terurai (diputuskan hubungannya), maka akta-nikah itu harus berisi
pula hari penanggalan dan nama tempat dimana pernikahan yang duluan itu terjadi (KUHS 33, 206b.
232a)

P.62. Apabila sesuatu pernikahan dilangsungkan dengan memakai wakil mutlak ataupun didalam
suatu rumah istimewa, maka hal itu dengan secara tegas harus disebutkan dalam akta-nikahnya itu.
(12,24; KUHS 77, 79, 99)

P.63. Hal menyalin akta mengenai nikah yang dilakukan di luar Negeri, menurut ketentuan-ketentuan
dalam pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, haruslah dilakukan ditempat tinggal sisuami-isteri
itu. (Au.18; KUHS 84)

P.64. Akta pendaftaran tentang perceraian-kawin dan akta tentang terurainya perhubungan nikah

sesudah bercerai makan dan tempat tidur, harus berisi: ( 10; Stbl.1946/24 p.2 dan 3)

ke-1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal suami dan isteri dengan pernyataan siapa
diantara kedua mereka itu meminta pendaftaran tentang akta itu;

ke-2. pernyataan tentang ponis dengan mana perceraian-kawin atau terurainya hubungan nikah
sesudah bercerai makan dan tempat tidur diputuskan; selembar salinan daripada ponis tersebut
harus sematkan pada dan tetap ditinggalkan didalam daftarnya,

ke-3. pernyataan tentang adanya surat keterangan dari panitera yang membuktikan bahwa terhadap
ponis itu dapat lagi diajukan perlawanan dengan menggunakan jalan yang sah (menurut
undang-undang). KUHS 221)

Akta itu haruslah dibukukan kedalam daftar nikah menurut urutan penanggalannya, dan selain dari itu,

pihak yang memperoleh perceraian atau peruraian hubungan pernikahan sesudah bercerai makan dan

tempat tidur, diwajibkan untuk menyelenggarakan, sepihak yang lainnya berwenang untuk meminta,

supaya tentang, hal perceraian atau terurainya hubungan nikah itu dicatat pada pinggir halaman akta-

nikahnya yang dulu itu. (11, 14, 24, 26; KUHS 205, 221)



Bagian Kelima
Tentang akta kematian (akta mati)
(vide noot dibawah Bagian kedua)

P.65. Pemberitahuan kematian harus dilakukan didalam tiga hari atau jika orang mati itu ditempat
yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari gedung tempat akta-akta pencatatan sipil dibikin, selambat-
lambatnya pada hari kesepuluh sesudah kematian itu; pemberitahuan itu harus disampaikan kepada
Pegawai Pencatatan Sipil ditempat matinya orang itu; dalam arti kata hari yang kesepuluh itu tidak
termasuk hari Minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari itu. Ayat kedua pasal 37 Reglemen
ini berlaku pula dalam hal ini. Pegawai itu membuat akta kematian menurut keterangan dengan lisan,
atau bila kejadian seperti tersebut dalam pasal 15, menurut surat keterangan dari sipemberitahu. Yang
berwenang untuk memberitahukan itu ialah siapa saja mengetahui dengan pengetahuan sendiri
tentang, hal kematian itu.

Apabila kenyataan bahwa orang yang meninggal itu mempunyai tempat kediaman dilain tempat, maka
Pegawai Pencatatan Sipil yang menerima pemberitahuan itu mengirimkan petikan dari daftar yang
berisi akta mati, kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat kediaman terakhir dari orang yang
meninggal itu, supaya dapat juga dituliskan dalam daftar ditempat itu. (73)

Jikalau ternyata bahwa orang yang meninggal bertempat kediaman diluar daerah Indonesia, maka
petikan itu harus dikirimkan kepada Gubernur Jenderal dengan perantaraan Kepala Pemerintahan
gewest 2); oleh Gubernur Jenderal dikirimkan petikan itu kepada Menteri Urusan Uni dan Bagian
Daerah-daerah Kerajaan Seberang Lautan 3). (Bb.1436, 2912, 4977 jo. 5426).

Jikalau orang yang meninggal dulunya tiada mempunyai tempat kediaman yang diketahui orang, maka
petikan dari daftar tentang kematiannya itu harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil di
Jakarta; pegawai ini harus menyalin petikan itu kedalam daftar yang sedang dipakai. (5, 13, 67 dh.;
Stbl.1854/40 dibawah p.67; Bb 2.214,2486 jo.4603; Stbl. 1901/471 p.32: Stbl. 1925/59 p.32 jo. Stbl.
1930/3)

Jikalau orang yang meninggal itu dulunya termasuk golongan pelaut (pekerja dikapal) Belanda, maka
Pegawai Pencatatan Sipil harus mengirimkan suatu petikan dari daftar tentang kematian itu kepada
Departemen Marine di Jakarta; Departemen ini harus menyelenggarakan supaya mengirimkan terus
petikan itu kepada Kementerian Marine dinegeri Belanda.

P.66. Apabila ada kematian dipulau yang bukan tempat kediaman Pegawai Pencatatan Sipil, demikian
pula jika diantara tempat kematian dan tempat pemberitahuan harus dimasukkan, adalah sukar
perhubungannya meskipun kedua tempat itu terletak disebuah pulau, sehingga ketentuan-ketentuan
yang tersebut disebuah pulau, sehingga ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal diatas ini tadi
tak dapat diturut, maka orang-orang yang berkeperluan dalam hal itu boleh mengirimkan surat
pemberitahuan yang termaksud dalam pasal 15 pada kesempatan yang mula-mula sekali.

Pemberitahuan itu haruslah sudah siap ditulis selambat-lambatnya pada hari yang kesepuluh sesudah
kematian itu. (38)

P.66a. (Dit. dg. Stbl. 1923/458 dan dir. dg. Stbl. 1926/513 jo 1937/595) yang wajib memberitahukan
tentang kematian, dengan tiada mengurangi kewajiban yang dikenakan kepada pihak lain menurut
Reglemen ini dan kemestian berwenang memasukkan pemberitahuan itu menurut ayat pertama pasal
65.

a. ialah segala anggauta keluarga yang telah dewasa dari orang yang meninggal.



b.  Kalau tak ada atau sedang beralangan para oknum sebagai dimaksudkan dalam ruas a, maka
ialah dokter yang memeriksa kematian itu

c.  kalau tak ada atau sedang beralangan para oknum yang dimaksudkan dalam ruas a dan b, maka
ialah pelayan yang telah dewasa dari orang yang meninggal dan temannya serumah atau orang
yang berkediaman dalam lingkungan perkarangan tempat tinggal simati;

d.  bila kematian terjadi dalam suatu hotel, rumah penginapan atau pension ataupun rumah yang
seperti itu, maka pengurus bangunan itu berkewajiban pula memberitahukan tentang kematian
itu; (Stbl. 1925/59 jo 1930/3 p. 32)

e. Bila tak ada atau sedang beralangan para oknum termaksud dalarn ruas a.,c., dan d, maka yang
berkewajiban memberitahukan ialah orang yang menyelenggarakan penguburan mayat itu.

P.67. Akta (ke)mati(an) harus berisi:

ke-1. nama, nama kecil, umur, pekeraan dan tempat tinggal orang yang meninggal dan lagi hari dan
jam matinya.

ke-2. nama dan nama kecil suami atau isteri orang yang meninggal kalau simati itu telah menikah
atau dulunya ada beristri atau bersuami, dan kalau simati dulunya beberapa kali telah menikah,
maka juga segala nama dan nama kecil isteri-isteri atau suami-suaminya yang dulu itu;

ke-3. nama, nama kecil, umur dan pekerjaan sipemberitahu.

Sekedar kalau orang dapat mengetahuinya, selainnya dari itu, akta mati harus pula berisi nama, nama
kecil, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua dari simati dan tempat kelahiran simati. (10 db.,14;
Bb.3754) 1)

P.68. Pegawai Pencatatan Sipil tidak boleh membuat akta-mati mengenai bayi yang baru lahir, kalau
belum nyata kepadanya, bahwa kelahiran anak itu sudah dituliskan kedalam daftar yang diuntukkan
buat itu.

Kalau kelahiran anak itu belum dituliskan kedalam daftarnya, maka pegawai itu tidak diperbolehkan
menyebutkan dalam daftar-mati, bahwa anak itu meninggal, tetapi hanyalah boleh menegaskan bahwa
kelahiran anak itu diberitahukan dengan tiada bernyawa. Jika dalam hal itu ia menaruh hati syak atas
kebenaran pemberitahuan itu, maka ia boleh mendesak supaya anak itu diperlihatkan kepadanya,

Tambahan pula ia harus menerima keterangan dari sipemberitahu tentang nama, nama kecil, pekerjaan
dan tempat tinggal orang tua anak itu berserta dengan pernyataan tentang tahun, bulan, hari dan jam
ketika anak itu terlahir.

Akta itu ditulis menurut penanggalannya didalam daftar mati; karena itu tidak boleh diputuskan apa
anak itu hidup atau mati dilahirkan (10, 37. 43; KUHS 2. 836,1625/59 jo. 1930/3 p. 32)

P.69. Dalam lingkungan jarak sepuluh pal dari gedung, tempat daftar pencatatan sipil diperbuat tidak
boleh orang menguburkan mayat tanpa surat izin, yang bebas dari bea meterai dan dengan tiada
berbayaran, dari Pegawai Pencatatan Sipil; surat izin itu diberikannya kalau ditimbangnya perlu,
sesudah ia mengetahui betul-betul, bahwa orang itu meninggal.

Izin itu tidak boleh diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, kalau belum lalu dua belas jam sejak
ketika orang itu meninggal, kecuali apabila oleh polisi dibeiri izin atau diperintahkan supaya mayat itu
dikuburkan dalam tempo yang kurang daripada itu (70.72 db)

Ditempat-tempat yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan Kesehatan berdasarkan pasal 46 ayat 1 Reglemen
Jawatan Kesehatan Sipil di Indonesia (Stbl. 1882 No0.97) sebagaimana bunyi pasal itu menurut pasal 1
ordonansi tanggal 3 Mei 1907 (Stbl. No.236), izin termaksud dalam ayat pertama pasal ini untuk



menguburkan mayat tiadalah boleh diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, melainkan kalau sudah
diterimanya surat keterangan kematian yang tersebut dalam ayat pertama pasal 46 Reglemen itu dan
sampul (ampelop) dalam mana ditutup surat keterangan tentang sebab kematian, sebagaimana
dimaksudkan dengan ayat pertama pasal 46 tersebut, berdasar atas ayat ke-8 huruf a pasal itu.

Pegawai Pencatatan Sipil melampirkan surat keterangan kematian itu pada surat izin menguburkan
mayat itu. Segala sampul yang diterimanya oleh Pegawai Pencatatan Sipil yaitu sampul yang
didalamnya ada ditutup surat keterangan tentang sebab kematian dan surat keterangan kematian harus
diberi bernomor olehnya dan dikirimkan kepada Kepala Jawatan Kesehatan) pada saat-saat yang
ditentukan oleh pembesar ini.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, mengenai aturan dalam pasal ini, dihukum
denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah. (87;p Bb. 11814; 11931 ;) 2)

P.70. Apabila tempat mayat itu harus dikuburkan lebih jauh dari sepuluh pal dari gedung akta-akta
pencatatan sipil diperbuat, maka mayat boleh dikuburkan tanpa mendapat izin lebih dulu, asal saja
mayat itu tidak dikuburkan sebelum lalu dua puluh empat jam sesudah orang itu meninggal dan
penguburan itu dihadiri oleh seorang saksi yang telah melihat benar mayat itu.

Waktu memasukkan pemberitahuan kematian harus dilampirkan surat keterangan yang tertulis diatas
kertas biasa (tanpa berbea-meterai) dan ditanda-tangani oleh saksi itu, supaya terang bahwa
penguburan mayat itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

Surat keterangan demikian itu tak usah dilampirkan kalau pemberitahuan itu dilakukan oleh orang
seorang itu juga yaitu orang yang hadir sebagai saksi pada waktu menguburkan mayat itu, asal saja hal
itu dinyatakan dalam akta kematian itu.

Jikalau pemberitahuan kematian itu diperbuat dengan surat, dan mayat itu harus dikuburkan ditempat
yang jauhnya sebagaimana ditentukan dalam ayat pertama, maka orang yang memberitahukan itu
mestilah ada hadir sebagai saksi pada waktu penguburan mayat itu. (69,87)

P.71. Apabila ada seorang, meninggal dalam rumah sakit umum (sipil) atau militer atau kalau ada
mayat diterima dirumah sakit itu buat dikuburkan, maka Kepala atau Pengurus rumah sakit itu ataupun
salah seorang daripada para Dokter atau Opsir Kesehatan yang bekerja disitu, diwajibkan untuk
memberitahukan dalam dua puluh empat jam hal itu dengan surat, menurut formulir yang sudah
ditentukan, kepada Pegawai Pencatatan Sipil, pegawai ini harus menyalin pernberitahuan itu menurut
aturan yang tersebut dalam ayat kedua pasal 15. (Stbl. 1925/59 jo. 1930/3 p.32)

Dalam hal yang demikian tiadalah perlu ada surat atau surat keterangan buat menguburkan mayat itu.
(39, 69; Bb.3341, 6327).

P.72. Apabila ada tanda-tanda atau gejala-gejala bahwa orang yang meninggal adalah disebabkan oleh
karena kekerasan atau padanya ada hal-ihwal lain yang menyebabkan persangkaan kematiannya
demikian, maka mayat itu tiada boleh dikuburkan kalau belum diperiksa secara hukum (oleh polisi
serta oleh dokter). [69; RIB 8,41 aj. (4) dan (5)]

Dalam proses perbal tentang pemeriksaan mayat itu harus seboleh-bolehnya diterangkan nama, nama
kecil, umur, tempat lahir, pekerjaan dan tempat tinggal orang yang meninggal itu. (67.73)

P.73. Pegawai yang telah membikin proses perbal pemeriksaan itu diwajibkan dengan segera sesudah
pemeriksaan mernberitahukan kepada Pegawai Pencatatan Sipil segala apa yang perlu untuk membuat



akta-kematian. Ayat kedua, ketiga dan keempat dalam pasal 65 berlaku dalam hal ini. (Bb. 2486 jo
4603)

P.74. Para Penitera pada pengadilan-pengadilan, atau para pegawai yang menggantikan mereka
diwajibkan untuk memberitahukan dalam tempo dua puluh empat jam sesudah melaksanakan sesuatu
ponis hukuman mati kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat ponis itu dijalankan, tentang kematian
siterhukum itu, dan menyebutkan segala pernyataan yang diperlukan menurut pasal 67 untuk membuat
akta kematiannya. (75; RIB 329)

Apabila ada terjadi kematian yang semacam itu, maka Sipir (Kepala Rumah Penjara) atau Pengurus
yayasan itu diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan sedemikian itu juga.

Jikalau pelaksanaan ponis atau kematian yang termaksud dalam pasal ini terjadi pada suatu hari
Minggu atau pada salah satu daripada hari-hari yang disamakan dengan hari Minggu menurut ayat
kedua pasal 37 Reglemen ini ataupun pada hari sehari sebelum hari itu, maka pemberitahuan itu boleh
dilakukan selambat-lambatnya pada lingkungan hari-kerja berikutnya.

Ayat kedua, ketiga dan keempat pada pasal 65 berlaku pula dalam hal ini. (Bb. 2486 J0.4603)

P.75. Dalam hal terjadinya kematian karena kekerasan, (pembunuhan, kecelakaan dan sebagainya)
atau oleh sebab hukuman mati atas diri seseorang hukuman ataupun kematian dalam rumah penjara,
maka hal-ihwal tentang kematian-kematian demikian tidak usah disebutkan dalam daftar kematian,
melainkan akta kematian itu secara biasa saja disusun menurut bentuk yang diatur dalam pasal 67. (10,
74)

P.76. Apabila ada terjadi kematian dalam pelayaran dikapal yang termasuk kepunyaan (kekuasaan)
Indonesia, maka akta kematian itu mesti dituliskan ke dalam daftar (buku harian) kapal itu dalam
tempo dua puluh empat jam oleh kapten atau nahkodanya, dihadapan dua orang saksi yang berada di
kapal itu.

Pada pendaftaran akta tersebut berlaku ayat kedua pada pasal 46. (11, 13, 46, 65, 77; KUHS 341,341 d
348)

P.77. Mengenai peristiwa-peristiwa kematian termaksud dalam pasal 76 haruslah diturut aturan-aturan
dalam pasal-pasal 47 dan 48 tentang akta-akta kelahiran, dengan pengertian bahwa apa yang
ditentukan dalam pasal-pasal itu mengenai tinggal orang-tua sianak, harus disesuaikan dengan tempat
tinggal simati. (Bb.2486 jo. 4603)

P.78. Apabila dalam suatu pelayaran ada seseorang penduduk Indonesia meninggal dalam kapal
Belanda, kemudian kapal ini singgah di pelabuhan Indonesia. Maka haruslah dilakukan menurut
dalam pasal itu harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat tinggal simati. (KUHS 23;
Bb.1460,3754)

P.79. Apabila dalam pelayaran ada orang meninggal dalam alat pelayar, (perahu, tongkang atau kapal)
Indonesia, sedang yang jadi nakhoda atau opsirnya bukan bangsa Eropah atau yang disamakan dengan
bangsa ini, maka kematian itu harus diberitahukan menurut aturan biasa, yaitu kepada Pegawai
Pencatatan Sipil ditempat yang mula-mula sekali disinggahi oleh kapal itu. (50 65 Bb 2486 jo. 4603)

P.80. Apabila ada kematian sesudah kapal karam, maka kematian itu dapat diberitahukan kepada
Pegawai Pencatatan Sipil ditempat dalam wilayah Indonesia yang mula-mula sekali didatangi oleh
orang-orang kapal karam itu.



Ayat kedua, ketiga dari keempat pasal 65 berlaku dalam hal-hal yang, tersebut pada pasal itu dan pasal
diatas ini tadi. (51; Bb. 2486 jo 4603)

P.81. Jikalau ada kematian dalam kapal Indonesia yang sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia, maka
pemberitahuan tentang kematian demikian harus dilakukan menurut aturan biasa, yaitu kepada
Pegawai Pencatatan Sipil sesetempat, kecuali kalau sekiranya tak ada kamungkinan untuk
meninggalkan kapal itu guna menyampaikan pemberitahuan itu; maka dalam hal demikian haruslah
diperbuat sebagaimana ditentukan dalam pasal 76 dan 77.

Para Pegawai Pencatatan Sipil sesetempat diwajibkan pula, bila ada diminta kepadanya, untuk
menerimakan juga pemberitahuan dan membuat akta tentang kernatian yang terjadi dikapal-kapal, lain
dari kapal-kapal Indonesia (kapal asing) apabila kapal itu sedang berlabuh di pelabuhan Indonesia.
(52; Bb.2486 jo.4603)

P.8I a, (Dit. dg. Stbl. 1933/327 jo.338) Petikan dari daftar (buku)-harian kapal, termaksud dalam
pasal-pasal 77 sampai dengan 81, bebas dari bea-meterai.

P.82. Semua salinan akta mati yang dikirimkan dari Nederland oleh pemerintah disana kepada
Gubernur Jenderal 1), yaitu akta mengenai kematian penduduk Indonesia dalam kapal Belanda atau
ditanah (negeri) Belanda, haruslah dikirimkan oleh Gubernur-Jenderal 1) kepada Pegawai Pencatatan
Sipil ditempat kediaman terakhir dari simati.

P.83. Surat pemberitahuan (surat lapuran) yang dikatakan dalam ayat terakhir pasal 360 Kitab
Undang-Undang Hukum Sipil harus disampaikan dalam tempo dua puluh empat jam sedari saat
pemberitahuan tentang kematian dan tentang pelangsungan nikah kedua kalinya atau nikah yang
selanjutnya. (Bb 2322)

Jikalau pemberitahuan itu diketahui (diterima) oleh Pegawai Pencatatan Sipil ataupun pelangsungan
nikah itu terjadi pada hari Minggu atau salah satu daripada hari-hari yang disamakan dengan hari
Minggu sebagaimana ditentukan dalam ayat kedua pasal 37 Reglemen ini, atau pada hari. sehari
sebelumnya, maka surat lapuran itu dapat dikirimkan selambat-lambatnya dalam lingkungan hari-kerja
yang berikutnya.

P 84. Pembukuan kedalam daftar-daftar pencatatan sipil biasa mengenai kematian anggauta angkatan
perang yang gugur dalam perjalanan untuk berperang, difront, dalam pertempuran, dalam masa
pasukan-pasukan itu berlayar, ataupun meninggal dalam dinas negeri di luar Indonesia, haruslah
dilakukan menurut peraturan-peraturan terasing tentang hal itu yang mana telah diadakan atau akan
diadakan nantinya.

P.84a. (Dit dg. Stbl 136) Apabila terbukti bahwa daftar-daftar mati tidak pernah ada dulunya, bahwa
daftar-daftar itu telah hilang. Bahwa sesuatu akta yang telah diisi dulunya telah tak ada lagi
didalamnya, ataupun bahwa hal-ihwal istimewa mengalami pembukuan akta-mati itu dulunya, maka
hal meninggalnya itu dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, maupun dengan surat-surat. (KUHS 73)

KETENTUAN PENUTUP

P.85. (Dg. Stbl. 1867/3 tidak berlaku lagi)-.86. (Dit. dg. Stbl. 1866/55) P.87. (Dit. dg. Stbl. 1851/64 jo.
1917/497. Pelanggaran aturan-aturan pasal-pasal 69 dan 70 Reglemen ini, bila diperbuat oleh oknum-
oknum istimewa, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya seratus -rupiah.



